SALINAN

BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR =" TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2018

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

a. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan

b.

yvang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi
daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan
sasaran pembangunan, rencana program dan
kegiatan  prioritas daerah, keadaan  yang
menyebabkan saldo anggaran lebih Tahun Anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan,
dan/atau keadaan darurat dan keadaan luar biasa
sebagaimana  ditetapkan dalam Peraturarn
Perundang-undangan, maka Rencana  Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan
Tahun 2018, perlu dilakukan perubahan;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 354 ayat (1)
dan Pasal 355 avat (1) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, menyebutkan pada pokoknya
perubahan RKPD ditetapkan dengan Peraturan
Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam  huruf a dan huruf b perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Barito Selatan Tahun 2018;
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Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
r),zﬂafnﬁnﬂ '{Tﬂﬂr‘\v\n’ TTﬂAm—mr Darurat Nomaor 2 Tahiuin

1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah
xmgkdt I di Kalimantan (Lembara'l Negara

Tgre ity "[*_1_ 1(\*"/\ 1\Y
-\\,/l.:\.‘i,u..u.g. PSR R H

Undang-Undang {(Lembaran Negara R.epubiii«:
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 1820}
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Kenangan Negara (Lembaran Negara Republik
radonesiaTahun 2003  Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286};
TTﬂ_rlr\ﬂﬁ rTanwwn Nomnr 1 Tahun 2004 tentang
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Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun z004 Nomor 5,
Taunah 1an Lembaran Negaras Rept 1thlik Indnnesin

?\Iomor—Lh—;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
SISLEin Forencaiidail :t‘u;uau?_.,uumx Nasiwonai
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 amm 2004 tentang
Perimhangan Keuanoan antara Pemerintahan

Pusat dan Pemeriniahan Dacrah {Lembaran
Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor
;Lu, "a;nuuuq-_ 4_.:’;- lik
indonesia Nomeor 4438};

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Wencana k’emr.)angunn_u d&i.{‘lfg)xﬁ_d I"dllid.ll‘) Nasional
Tahun 2005 - 2025 {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47001;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
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Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambaham Lemr)aran Negara Republik Indonesia

budaim uv"" ¢ Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesia lanun 2014 NOMOP 27, Tanialiail
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587]
sehagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
:.entang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

23 Tal 2014 tentang Damerintohan

Tmemh HP*ﬂnafarﬂ Negara Repubiik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, ’I‘ambahcm Lembaran
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Peratura Pemerintah  Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik indonesia  Tanun 2003  NOMOT 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Namnr A577):



10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
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tentang Pengelolaan Keuangan Daerah {i.embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambhahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusiunan, Pengendalian dan
FEvaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia
Tahun 2008 Nomor 21, Tampaihan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daeran {Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5887);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan  Keuangan

Daerah, scbagaimana tclah diubah bebcrapakali,
terakhlr dlubah dengan Peraturan N[emen Dalam

kedua ata% Peratumn Menteri ‘):ﬂam I\ege i Nomm
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
neuangaii iaciai =D(‘1ud m(‘gd_id li{"'[‘iu.l)]ih.
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310});

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Repubnk Iindonesia Tahun 2015
Namar ’)03{\}_

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tatd Cara Peren(,anaan Pengendalian
Dan Evaluasi Pe: yaergh, Tata Carz
Evaluas1 Rcmcangan Peraturan Daerahtentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Dan  Rencana Pembangunan Jangka Menengai
Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara
Renuhlik Indonesia Tghun 2017 Nomor 1 71’“
Peraturan Daerah naoupdien Barito Selatan nIomor
18 1qhun 2008 tentang Pokok P01<01< Pengelolaan
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(L emharqq D'lt‘I‘?.h K’tbupaten Barito “aeiatfm lah*m
2008 Nomor 18};

Peraluian Daerah havupaien Bariio Sciatain Nomior
4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2006-2026
(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun

2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Kahunaten Barito Selatan Nomor 4};



18 Peraturan Daerah Kabupaten Raritn Selatan Nomar

4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayal
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034
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[Lembaran Daerall Rabypaten Halrh
2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Kabupaten Barito Selatan Nomor 4};

1O, Peraturan Daerah Rabupaicn pariio Selatai Nouios
3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan
(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun
2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah

Kabunaten Barito Selatan Nomor 21

MEMUTUSKAN:

Menetapkan @ PERATURAN  BU PATI  TENTANG PERUBAHAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2018.
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KETENTUAN UMUM

Pasal i

Dalam Peratiran Bunati ini vang dimaksud dengan:

Pemerintahan Dacrah adaiah Penyelenggaraan Urusan
miahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembaniuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara kesdluain Repubiik indonesia sebagaimzana dimeksud dajam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai
unsur Penyelenggara Pemerintahan Daeran.

Kepala Daerah adalah Bupati Barito Selataii.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah vang selanintnva disingkat RKPD
adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 {satu) tahun.
Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Barito
Sclatan  scbagal sembantu Kepala Dacrah  dalam
penyelenggaraan Pemerintah Daerah vang terdiri dari Sekretariat
Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas
Daerah dan Lemibaga TeKNiS aciai.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutn
disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk
periode 5 (limaj tahun.
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Pasal 2

Perubahan RKPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2018 merupakan
dokumen lanjutan yang disusun sehubungan dengan telah terjadinya

peribanan asumsi-asuinst dail Kisi'D Talun 2518, meliputl ; perubahan
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rangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, priorifas dan

rencana nroeram dan kegiatan prioritas daerah.
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KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Barito Selatan.

D1tetapkan ch Buntok

Diundangkan di Buntok _
pada tanggal o ertesbex 20 18

S DAERAH
p KA/W s ARITO SELATAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2018
NOMOR 22 :




